
 
 

 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : 00.7.2.6/ 1092 /HK/424.013/2024 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  

BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  

TAHUN 2024 

 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

Republik Indonesia Tahun 2005-2025;  

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang;  

 

 



 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2022; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah;  

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi           

Undang-Undang; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021;  

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, 

Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan 

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;  

16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;  



 
 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;  

21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024;  

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 

Tahun 2024;  

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026;  

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024; 

 

 



 
 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;  

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU :  Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA :  Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai 

pedoman oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Badan Kepegawaian 

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan. 

KETIGA :  Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Pasuruan  

pada tanggal                           2024. 

 Pj. BUPATI PASURUAN, 

 

 

 

TEMBUSAN :                                                   ANDRIYANTO 

 

       

 

 

TELAH DITELITI 

Pejabat Paraf 

Sekretaris Daerah   

Asisten PKR   

Kepala Pelaksana BPBD   

Kepala Bappelitbangda   

Kepala Bagian Hukum   

Sekretaris BPBD   

Kabid Bapelitbangda   

 

Yth. 1. Inspektur Daerah 

Kabupaten Pasuruan 

 2. 

 

3. 

Kepala BPKPD Kabupaten 

Pasuruan 

Kepala Bappelitbangda 

Kabupaten Pasuruan. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jl. Raya Desa Bendungan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan 
Email: bpbd@pasuruankab.go.id 

PASURUAN 

BPBD KABUPATEN PASURUAN 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 



KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur Ahamdulillah kehadirat Allah SWT atas karunia, 

hidayah dan inayah-Nya semata, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (P-Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024 sebagai wujud rencana pelaksanaan kinerja satu tahun ke depan dapat 

terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal / mekanisme yang ada. P-Renja 

BPBD Tahun 2024 ini sekaligus merupakan pelaksanaan rencana program kerja 

tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 

dengan fokus yang diambil adalah MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN 

PEMERATAAN EKONOMI DAERAH. 

P-Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud 

sebagai referensi dan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan Rencana 

Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 

yaitu “MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 

DAERAH”. 

Secara garis besar susunan Rancangan P - Renja BPBD Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab : 

1. Pada Bab I, Pendahuluan, berisi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud 

dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan ; 

2. Pada Bab Evaluasi Hasil Renja 2024 Semester II dan Isu-isu Aktual 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ; 

3. Pada Bab III berisi : Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah, 

serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

4. Pada Bab IV, Penutup. 

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya 

penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (P-Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini 

disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

 
Pasuruan, Juli 2024  

KEPALA PELAKSANA BPBD 

KABUPATEN PASURUAN 
 

 

 
SUGENG HARIYADI SE, MM 
Pembina Tk. I 
NIP 196712141989011002 

 

i 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : TAHUN 2024 

TANGGAL :  2024 

 
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu 

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH, 

maka untuk mempercepat terwujudnya tujuan RPD tersebut diperlukan 

fokus pembangunan. Untuk tahun anggaran 2024 (tahun ke-1 RPD) fokus 

yang diambil adalah Meningkatnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi 

Daerah, maka pemerintah daerah melalui semua Perangkat Daerah yang ada 

diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak 

dicapai sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka setiap Perangkat 

Daerah yang ada perlu menyusun P - Renja Perangkat Daerah setiap 

tahunnya. Hal ini selain sebagai bentuk implementasi kepatuhan kepada 

pemerintah dan NKRI dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 86 tahun 2017 Pasal 1, angka 30 dimana Perangkat Daerah 

menyusun P - Renja Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk implementasi 

dan aktualisasi tindak lanjut riil pada RPJPD, RPD, Renstra Perangkat Daerah 

dan RKPD yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh 

karena jalinan hubungan dan keterkaitan antara keseluruhan dokumen 

perencanaan yang ada tersebut saling bertautan dan saling mendukung satu 

sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Untuk penyusunan P-Renja Perangkat 

Daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, 

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen yang terdiri atas: RPJPD, 

RPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. 

Perubahan Rencana Kerja atau disingkat P-RENJA Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. P-RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu jenis Dokumen 

Rencana Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan 

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKP. (Pasal 1, angka 30; 

dan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 
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Adapun titik berat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD 

pada tahun 2024 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan 

kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu peningkatan SDM 

aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan 

kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, 

kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, 

pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga 

sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal 

penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan 

bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan 

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pemenuhan sarana 

dan prasarana Gedung Kantor Baru BPBD, serta peningkatan 

sarana/prasarana penanggulangan bencana (chainsaw, vertikal rescue, 

Water Rescue, Penggulangan Kebakaran Hutan) serta reservoir air pada 52 

titik rawan bencana kekeringan. 

 
1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja (P-Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 

Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 

4723); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

5. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana; 

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 

82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ot4 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
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2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

27. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

TimurTahun 2005 –2025; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pengarusutamaan Gender; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan. 
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34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 ); 

35. Peraturan Bupati No 117 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 

36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Strategis Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024-2026. 

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024; 

38. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kab 

Pasuruan 2024. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penangulangan 

Bencana Daerah (P-Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah 

untuk memberikan gambaran Perubahan rencana kerja yang memuat 

program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penangulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Pasuruan beserta pagu anggaran indikatif yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang. 

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 

Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 

adalah: 

a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas 

secara partisipatif antar semua komponen; 

b. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana 

pembiayaan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Pasuruan sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2024; 

c. Sebagai rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan 

didanai dari sumber APBD Tahun 2024 untuk mencapai tujuan 

pembangunan daerah; 

d. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan 

yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil 

analisis kebutuhan; 
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Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Perubahan 

Rencana Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 adalah : 

a. Dapat meningkatkan tertib administrasi kelembagaan (BPBD); 

b. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana; 

c. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat serta Lembaga 

Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan 

semua pihak yang berkompeten dan terkait dengan penanggulangan 

bencana pada tiga tahapan penanggulangan bencana; 

e. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan bantuan kebutuhan dasar 

korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (banjir, longsor, 

angin puting beliung dan kekeringan); 

f. Meningkatkan percepatan pemulihan serta penanganan rehabilitasi dan 

rekonstruksi kondisi daerah/ wilayah terdampak bencana, baik 

infrastruktur, sarana dan prasarana, serta permukiman warga 

masyarakat. 

g. Indikator masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan output 

dan outcome, serta mendukung capaian kinerja yang ditetapkan; 

h. Rencana kebutuhan dan pengalokasian pagu anggaran pada masing- 

masing program/kegiatan dalam P-Renja Tahun 2024 dapat 

dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten (DPKD); 

i. Kode rekening anggaran sinkron dan tepat dengan jenis program/ 

kegiatan yang direncanakan dalam P-Renja Tahun 2024, sehingga 

kesalahan dapat dihindari; 

j. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu 

dan menyeluruh; 

 
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyajian rancangan P-Renja Perangkat Daerah disusun menurut 

sistimatika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan P-Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 
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1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-

Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan P-Renja Perangkat 

Daerah, keterkaitan antara P-Renja Perangkat Daerah dengan 

dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L 

dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya 

dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang- undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan 

peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan 

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat 

Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan 

tujuan dari penyusunan P-Renja Perangkat Daerah. 

1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam 

penulisan P-Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar 

isi dokumen. 

 
BAB II. HASIL EVALUASI  RENJA  PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah. 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan 

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada 

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan 

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu 

pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau 

realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target 

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/ keluaran yang direncanakan; 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya 

atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program 

Renstra Perangkat Daerah; dan 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang 

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab 

tersebut. 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007. 

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah Berisikan uraian mengenai: 

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan 

hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala 

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, 

seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 

4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada 

keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan 

nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam 

meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan 

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan 

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan 

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan 

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, 

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya 

berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD). 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap 

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung 

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan 

tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang 

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah 

provinsi   dari   penelitian   lapangan   dan   pengamatan 
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pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah 

dilakukan). 

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan 

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut 

diperoleh; 

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan 

isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah; 

 
BAB III. TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2 Tujuan dan sasaran P-Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- 

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat 

Daerah. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai: 

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan. 

Misalnya: 

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, 

2. Pencapaian MDGs, 

3. Pengentasan kemiskinan, 

4. Pencapaian SPM, 

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, 

6. Pengembangan daerah terisolir, 

7. Dsb. 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan 

kegiatan, antara lain meliputi: 

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan. 

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja 

yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang 

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat 

tertentu). 

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya. 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, 

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 
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BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 
DAERAH 

 
BAB V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 
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BAB  II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 
TAHUN 2024  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 

 
2.1 EVALUASI HASIL RENJA 2024 TRIWULAN II 

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja 2024 Tribulan II dan perkiraan capaian perkiraan 

capaian kinerja. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tujuan yaitu 

Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan 

indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mempunyai target dalam 

Renja 2024 sebesar 0,745 sesuai dengan target RENSTRA 2024-2026, 

ketika dilakukan perubahan Renja 2024 target dari IKD tetap yaitu 0,745. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dua sasaran, 

yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana sebagai 

sasaran utama dengan empat indikator, serta Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Sasaran Utama Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

Penanggulangan Bencana mempunyai 4 indikator yaitu : 

1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan 

bencana dengan target awal sebesar 0,21% kemudian pada perubahan 

Renja target tetap sebesar 0,21%. 

2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana target awal sebesar 3,05% kemudian 

pada perubahan Renja target tetap sebesar 3,05%. 

3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial 

serta penyelamatan dan evakuasi korban target awal sebesar 100% 

kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 100%. 

4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar 

penanggulangan bencana yang tersusun target awal sebesar 100% 

kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 100%. 

Sedangkan sasaran kedua BPBD yaitu  Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  target awal sebesar 81,00% 

kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 81,00%
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Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Tribulan II secara keseluruhan 

tercapai 25,19% atau Rp. 2.651.572.023.  Dengan rincian Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 

32,46% atau Rp. 1.450.091.873. realisasi tersebut  dikarenakan pada awal 

tahun 2024 BPBD melaksanakan pindahan Gedung Kantor Baru, dari 

Kompleks perkantoran raci ke Jl. Bendungan Kraton, sehingga pada awal 

tahun dilakukan pemenuhan sarana dan prasana gedung kantor seperti, 

AC, Mebelair, internet, jasa pindahan, gorden, karpet wallpaper dll. 

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber antara lain DAU, DAU 

Spesifik grand dan juga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), 

untuk alokasi DBH CHT BPBD mengusulkan untuk alokasi pengadaan 2 

unit mobil tangki dan 1 unit operasional lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC). 

Berdasarkan kejadian bencana kekeringan pada tahun 2023 yang 

disebabkan oleh el-nino mengakibatkan melauasnya dampak bencana 

kekeringan dari 22 titik pada tahun 2022 menjadi 52 titik pada tahun 

2023, dengan kondisi sarpras yang dimiliki BPBD yang kurang dari segi 

kuantitas serta kondisi yang kurang optimal dikaarenakan sudah berusi 

hampir 10 tahun maka pada tahun anggaran 2024 BPBD mengusulkan 2 

unit mobil tangki melalui sumber dana DBH CHT. 
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No Sasaran  Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcomes) 
/ Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan 

Target Renstra pada 
Tahun 2024 (Akhir 
Periode Renstra) 

Reali
sasi 

Capa
ian 

Kiner
ja 

Rens
tra 
s/d 

Renj
a 

Tahu
n n-1 
(202

3) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Tahun 

2024 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

Renja 2024 

Realisasi  
Kinerja 

dan 
Anggaran 
Renstra 

s/d Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisasi 
Anggaran 
Renstra 
Tahun 

2024 (%) 

I II III IV    

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 
14 = 13/5 

x 100% 

K Rp K 
R
p 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

    Tahun 2024   

  

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Penanggulanga
n Bencan 

  Urusan Tratimbun Linmas                                           

      Bidang Urusan Kebencanaan                                           

    1 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN / KOTA 

Persentase 
dokumen/laporan 
administrasi PD 
yang baik/sesuai 
regulasi 

100
% 

   5.873.286.622  0 0 
10
0% 

 
4.467.901.99

1  

32
% 

   1.450.091.873  0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0,32 

####
####
####

# 

0
,
3
2 

#####
#####

## 
    

      1 

Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase 
konsistensi indikator 
kinerja 
program/kegiatan/s
ubkegiatan pada 
dok rencana, 
anggaran, dan 
evaluasi 

1 
dok 

          
75.000.000  

0 0 
1 

do
k 

       
14.980.000  

1 
          
14.349.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

1 
      

14.34
9.000  

1 
     

14.34
9.000  
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        1 

Koordinasi Dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja Dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja Skpd 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

1 
lapor

an 

          
75.000.000  

0 0 

1 
lap
or
an 

         
14.980.000  

1 
            
14.349.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

1 
       

14.34
9.000  

1 
      

14.34
9.000  

    

      2 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase laporan 
keuangan yang 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
dapat 
dipertanggungjawab
kan 

100
% 

   2.926.620.387  0 0 
10
0% 

   
2.845.118.68

1  

32
% 

        
907.231.495  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0,32 

    
907.2
31.49

5  

0
,
3
2 

   
907.2
31.49

5  

    

        1 
Penyediaan Gaji Dan 
Tunjangan Asn 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

216 
oran

g-
bula

n 

     
2.500.000.000  

0 0 

21
6 
or
an
g-

bul
an 

   
2.420.308.93

7  
70 

          
791.158.247  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

70 

     
791.1
58.24

7  

7
0 

   
791.1
58.24

7  

    

        2 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
Asn 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 
dok 

        
350.000.387  

0 0 
12 
do
k 

       
340.929.744  

3 
          
103.033.248  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

3 

     
103.0
33.24

8  

3 

   
103.0
33.24

8  

    

        3 

Pelaksanaan 
Penatausahaan Dan 
Pengujian Verifikasi 
Keuangan Skpd 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 
dok 

          
76.620.000  

0 0 
12 
do
k 

         
83.880.000  

2 
            
13.040.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

            

      3 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
dokumen 
kepegawaian yang 
akurat dan sesuai 
ketentuan 

100
% 

155.485.000 0 0 
10
0% 

       
42.000.000  

0                        -    0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0 
                     

-  
0 

                    
-  

    

        1 

Pendidikan Dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
Dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

31 
oran

g 

          
90.485.000  

0 0 

31 
or
an
g 

         
42.000.000  

0 
                              
-    

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  
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      4 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan umum 
PD 

100
% 

602.886.000 0 0 
10
0% 

       
536.322.810  

41
% 

          
218.565.689  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0,41 

     
218.5
65.68

9  

0
,
4
1 

   
218.5
65.68

9  

    

        1 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi/Peneranga
n Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

15 
pake

t 

          
30.000.000  

0 0 
15 
pa
ket 

           
8.573.430  

0 
                              
-    

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        2 
Penyediaan Peralatan 
Dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

46 
pake

t 

        
145.000.000  

0 0 
46 
pa
ket 

       
110.029.980  

40 
            
93.665.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

40 
       

93.66
5.000  

4
0 

      
93.66
5.000  

    

        3 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

50 
pake

t 

          
50.000.000  

0 0 
50 
pa
ket 

         
65.979.400  

0 
                              
-    

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        4 
Penyediaan Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

15 
pake

t 

          
12.306.000  

0 0 
15 
pa
ket 

         
17.404.000  

3 
               
2.770.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

3 
          

2.770
.000  

3 
        

2.770.
000  

    

        5 

Penyediaan Bahan 
Bacaan Dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 
dok 

          
35.000.000  

0 0 
12 
do
k 

         
12.970.000  

3 
               
2.440.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

3 
          

2.440
.000  

3 
        

2.440.
000  

    

        6 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

12 
lapor

an 

          
80.580.000  

0 0 

12 
lap
or
an 

         
63.296.000  

4 
            
24.321.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

4 
       

24.32
1.000  

4 
      

24.32
1.000  

    

        7 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi Dan 
Konsultasi Skpd 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

60 
lapor

an 

        
250.000.000  

0 0 

60 
lap
or
an 

       
258.070.000  

24 
            
95.369.689  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

24 
       

95.36
9.689  

2
4 

      
95.36
9.689  
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      5 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
pengadaan BMD 
yang terealisasi 

12 
unit 

   1.350.000.000  0 0 
12 
un
it 

       
206.765.300  

7 
          
130.883.100  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

7 

     
130.8
83.10

0  

7 

   
130.8
83.10

0  

    

        1 Pengadaan Mebel 
Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

10 
unit 

        
250.000.000  

0 0 
10 
uni

t 

         
58.737.100  

10 
            
58.737.100  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

10 
       

58.73
7.100  

1
0 

      
58.73
7.100  

    

        2 

Pengadaan Sarana 
Dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung  
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

10 
unit 

        
200.000.000  

0 0 
10 
uni

t 

       
148.028.200  

11 
            
72.146.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

11 
       

72.14
6.000  

1
1 

      
72.14
6.000  

    

      6 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100
% 

      206.855.830  0 0 
10
0% 

       
244.305.800  

12 
            
22.254.134  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

12 
       

22.25
4.134  

1
2 

      
22.25
4.134  

    

        1 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

14 
lapor

an 
           6.746.000  0 0 

14 
lap
or
an 

           
4.520.000  

13 
               
1.000.000  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

13 
          

1.000
.000  

1
3 

        
1.000.

000  
    

        2 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air Dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

48 
lapor

an 

        
200.109.830  

0 0 

48 
lap
or
an 

       
239.785.800  

14 
            
21.254.134  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

14 
       

21.25
4.134  

1
4 

      
21.25
4.134  

    

      7 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

93 
unit 

      556.439.405  0 0 
93 
un
it 

       
578.409.400  

15 
          
156.808.455  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

15 

     
156.8
08.45

5  

1
5 

   
156.8
08.45

5  

    

        1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

22 
unit 

        
488.665.475  

0 0 
22 
uni

t 

       
494.836.400  

16 
          
113.953.008  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

16 

     
113.9
53.00

8  

1
6 

   
113.9
53.00

8  
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        2 

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Gedung Kantor 
Dan Banguinan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi 

10 
unit 

          
37.773.930  

0 0 
10 
uni

t 

           
5.000.000  

17 
                              
-    

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

17 
                           

-  
1
7 

                         
-  

    

        3 

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana Dan 
Prasarana Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 
unit 

          
30.000.000  

0 0 
1 

uni
t 

         
78.573.000  

18 
            
42.855.447  

0 
      
-  

0       -  0 
     
-  

18 
       

42.85
5.447  

1
8 

      
42.85
5.447  

    

    2 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA  

(diisi) 
      

100  
     

5.005.303.274  
0 0 

10
0 

       
6.057.984.86
5  

25 
     
1.201.480.150  

    0       -  0 
     
-  

25 

 
1.201
.480.

150  

2
5 

#####
#####

## 
    

      1 
Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan Informasi 
Rawan Bencana 

        
83  

        
725.138.000  

0 0 
33
20 

   
1.960.009.00

0  

18
0 

                   
1.062.274.500  

    0       -  0 
     
-  

180 

 
1.062
.274.

500  

1
8
0 

#####
#####

## 
    

        1 
Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
Kajian Risiko 
Bencana (KRB) 
sampai dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

           
-    

                             
-    

0 0 0 
                          
-    

0 
                                            

-  
    0         -  0 

      
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        2 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi Dan 
Edukasi (Kie) Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota (Per 
Jenis Bencana) 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis Bencana) 
Secara Tatap Muka 
kepada Penduduk 
yang Tinggal di 
Daerah Rawan 
Bencana Sesuai 
Jenis Ancaman yang 

          
83  

          
725.138.000  

0 0 
33
20 

   
1.960.009.00

0  

      
18

0  

                   
1.062.274.500  

    0         -  0 
      
-  

180 

  
1.062
.274.

500  

1
8
0 

#####
#####

## 
    



Page 20 

 

Ada di Kawasan 
Tempat Ting 

      2 
Pelayanan Pencegahan 
Dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga Negara 
yang Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

          
1  

     
1.980.165.274  

0 0 1 
   

1.205.838.06
5  

10
0% 

                         
65.994.250  

    0       -  0 
     
-  

1 
      

65.99
4.250  

1 
     

65.99
4.250  

    

        1 

Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana (Kawasan) 

 4 
kaw
asan  

          
251.334.000  

0 0 4 
         

33.408.000  
0 

                                            
-  

    0         -  0 
      
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        2 

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Personil TRC 
yang Dikembangkan 
Kapasitas Teknis 
dan Manajerialnya 
(Orang) 

 40 
oran

g  

          
168.149.000  

0 0 30 
           

4.640.000  
0 

                                            
-  

    0         -  0 
      
-  

0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        3 
Penyusunan Rencana 
Kontijensi 

Jumlah Dokumen 
Rencana Kontinjensi 
yang Dilegalisasi 
(Dokumen) 

 -   -  0 0 0 
                          
-    

0 
                                            

-  
            0 

                           
-  

0 
                         

-  
    

        4 
Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga Negara 
yang Mengikuti 
Gladi Kesiapsiagaan 
(Orang) 

    
1.05

0  

          
231.765.000  

0 0 
10
00 

       
306.454.000  

0 
                                            

-  
            0 

                           
-  

0 
                         

-  
    

        5 
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan 
Bencana (RPKB) 
yang Dilegalisasi 
(Dokumen) 

 -   -  0 0 1 
           

2.900.000  
0 

                           
1.956.000  

            0 
          

1.956
.000  

0 
        

1.956.
000  

    

        6 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam (Keluarga) 

 27 
kelua
rga  

            
51.152.000  

0 0 20 
         

29.620.000  
0 29.200.000             0 

       
29.20
0.000  

0 
      

29.20
0.000  
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        7 
Pengelolaan Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko 
bencana (per jenis 
ancaman bencana 
prioritas) 
Kabupaten/Kota 
yang tertangani 
(Kegiatan) 

 1 
dok  

            
68.068.539  

0 0 1 
       

176.505.065  
0 15.731.250             0 

       
15.73
1.250  

0 
      

15.73
1.250  

    

        8 

Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana (RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

 1 
dok   

          
100.000.000  

0 0 0 
                          
-    

0               0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        9 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri 
bagi Individu Warga 
Negara, Keluarga, 
maupun Petugas 
sesuai dengan jenis 
ancaman bencana di 
kawasan tempat 
tinggalnya (Unit) 

 122 
unit  

            
34.170.000  

0 0 13 
           

1.080.000  
0 

                                            
-  

            0 
                           

-  
0 

                         
-  

    

        # 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga 
negara termasuk 
kelompok rentan di 
kawasan rawan 
bencana 
Kabupaten/Kota 
yang mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 
(Kawasan) 

 80 
oran

g  

          
130.344.000  

0 0 
84
0 

       
500.840.000  

0 
                                            

-  
            0 

                           
-  

0 
                         

-  
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        # 

Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan  
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan 
layanan pusat 
pengendalian 
operasi (pusdalops) 
dengan Maklumat 
Pelayanan yang sah 
dan legal sesuai 
dengan jenis 
ancaman bencana 
yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya 
(Laporan) 

 12 
dok; 

4 
unit 

EWS; 
1 

Recei
ver; 

pend
ukun

g 
Pusd
alops  

          
945.182.735  

0 0 12 
       

150.391.000  
3 19.107.000             3 

       
19.10
7.000  

3 
      

19.10
7.000  

    

    

  3 Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase Layanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
yang dilaksanakan 
(sesuai ketentuan) 

100
% 

     
5.764.750.000  

0
% 

              
-  

10
0% 

   
2.475.993.80

0  

##
## 

          
65.225.400  

        
-  

0       -  0      
-  

1       
65.22
5.400  

1      
65.22
5.400  

  0,01
131 

    

    1 Sub Kegiatan Respon 
Cepat Kejadian Luar 
Biasa 
Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas 

Jumlah Laporan 
Koordinasi Respon 
Cepat Kejadian Luar 
Biasa 
Penyakit/Wabah 
Prioritas 
(Laporan) 

3           
11.250.000  

0               
-  

1            
1.250.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    2 Sub Kegiatan Respon 
Cepat Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status 
Darurat Bencana 
dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
Kaji Cepat  
(Dokumen) 

45      
1.774.310.000  

0               
-  

10        
649.360.800  

1             
7.880.400  

    0       -  0      
-  

1         
7.880

.400  

1       
7.880.

400  

  0,00
444 

    

    3 Sub Kegiatan 
Pencarian, 
Pertolongan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per Jenis 
Kejadian Bencana 
(Orang) 

3000           
63.000.000  

0               
-  

10
00 

         
31.153.000  

10
00 

          
17.165.000  

    0       -  0      
-  

1000       
17.16
5.000  

1
0
0
0 

     
17.16
5.000  

  0,27
246 
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    4 Sub Kegiatan 
Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
(Orang) 

800      
3.897.440.000  

0               
-  

20
0 

   
1.786.230.00

0  

20
0 

          
40.180.000  

    0       -  0      
-  

200       
40.18
0.000  

2
0
0 

     
40.18
0.000  

  0,01
031 

    

    5 Sub Kegiatan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Laporan) 

3            7.500.000  0               
-  

1            
6.750.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    6 Sub Kegiatan Respon 
Cepat Bencana Non 
Alam 
Epidemi/Wabah 
Penyakit 

Jumlah dokumen SK 
Penetapan Status 
Darurat Bencana 
dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
Investigasi KLB dan 
Epidemiologi 
Terpadu 
(Dokumen) 

3           
11.250.000  

0               
-  

1            
1.250.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

  4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

Persentase Jumlah 
Dokumen 
Pelaksanaan 
Penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

100
% 

     
2.250.000.000  

0               
-  

10
0% 

     
416.144.000  

##
## 

            
7.986.000  

        
-  

0       -  0      
-  

1         
7.986

.000  

1       
7.986.

000  

  0,00
355 

    

    1 Penyusunan Regulasi 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Regulasi Pendukung 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana di Daerah 
(Dokumen) 

3         
337.500.000  

0               
-  

1            
6.700.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    2 Penguatan 
Kelembagaan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Tata Kelola 
Kelembagaan 
Bencana Daerah 
(Dokumen) 

3         
270.000.000  

0               
-  

1            
6.030.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 
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    3 Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
(Dokumen) 

3         
180.000.000  

0               
-  

1            
3.417.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    4 Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah Data dan 
Informasi 
Kebencanaan yang 
tersedia 
(Dokumen) 

3         
315.000.000  

0               
-  

1        
297.552.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    5 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 

Jumlah Laporan 
Hasil Binwas 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 
(Laporan) 

3         
450.000.000  

0               
-  

1            
1.380.000  

0                          -      0       -  0      
-  

0                      
-  

0                     
-  

  0 

    

    6 Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota 

Jumlah 
penyelesaian 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota sampai 
dengan dinyatakan 
sah dan legal paling 
lama dalam 1 (satu) 
tahun 
(Dokumen) 

12         
697.500.000  

0               
-  

1        
101.065.000  

1             
7.986.000  

    0       -  0      
-  

1         
7.986

.000  

1       
7.986.

000  

  0,01
145 
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Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur 

kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi 

kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu 

elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat 

memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan 

propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan 

langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurukan risiko 

bencana. Untuk realisasi  tahun  2021  naik  menjadi  0,72  yang  di  tahun  

2020  0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 serta tahun 2023 sebesar 

0,74 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32. 

 

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan 
 

KABUPATEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

KABUPATEN PASURUAN 0.32 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 

Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 
 

 

  Nilai SAKIP, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 

program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat 

penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi 

pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di 

lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang 

berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga 

teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami 

peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 

69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 

dengan kategori A pada 2023 nilai SAKIP BPBD naik menjadi 80,70. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan  salah satu 

pengampu  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana, dengan  12 

indikator yaitu : 

1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan 

sah/legal target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan 

RENJA sebesar 100%; 

2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang 
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memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 

target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA 

sebesar 100%; 

3) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 

target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA 

sebesar 100%; 

4) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan 

sah/legal target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan 

RENJA sebesar 100%; 

5) Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan 

pencegahan dan mitigasi bencana target awal RENJA sebesar 100% 

target pada Perubahan RENJA sebesar 100%; 

6) Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan 

terhadap bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada 

Perubahan RENJA sebesar 100%; 

7) Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops 

penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan 

bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan 

RENJA sebesar 100%; 

8) Persentase  Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan 

target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA 

sebesar 100%; 

9) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status 

KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas target awal RENJA sebesar 

100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%; 

10) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status 

darurat bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada 

Perubahan RENJA sebesar 100%; 

11) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat 

bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan 

RENJA sebesar 100%; 

12) Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan 

dievakuasi terhadap kejadian bencana target awal RENJA sebesar 

100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%. 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator 
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Kinerja Kunci dengan mempunyai tiga indikator yaitu : 

1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan 

bencana target awal RENJA sebanyak 3.320 target pada Perubahan 

RENJA sebesar 3.320; 

2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap target awal RENJA sebanyak 840  target pada 

Perubahan RENJA sebesar 840; 

3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana target awal RENJA sebanyak 1.000  target 

pada Perubahan RENJA sebesar 1.000; 
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Perubahan Target IKU/SPM/IKK BPBD Tahun 2024 

No Uraian IKU/ SPM/IKK Satuan 
Realisasi 

2023 

Target 2024 
Ket 

Awal Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Tujuan BPBD : Meningkatnya Kesiapsiagaan 
Daerah dalam Menangani Bencana 

      

Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)  Nilai 0,74 0,745 0,745  

2 

Sasaran 1 BPBD : Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Penanggulangan Bencan 

      

Indikator Sasaran 1 BPBD       

Persentase warga negara yang memperoleh 
layanan informasi rawan bencana 

IKU %  0,21% 0,21%  

Persentase warga negara yang memperoleh 
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

IKU %  3,05% 3,05%  

Persentase warga negara yang memperoleh 
layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan 
evakuasi korban 

IKU % 100% 100% 100%  

Persentase dokumen pelaksanaan penataan 
sistem dasar penanggulangan bencana yang 
tersusun 

IKU % 100% 100% 100%  
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 Sasaran 2 BPBD : Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

      

 Indikator Sasaran 2 BPBD       

 Nilai SAKIP IKU Nilai 80,7 81,00 81,00  
        

3 Indikator SPM       

 - Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

SPM % 100% 100% 100%  

 
- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan 
bencana yang memperoleh informasi rawan 
bencana sesuai jenis ancaman bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai 
dinyatakan sah/legal 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase penyelesaian dokumen Renkon 
sampai dinyatakan sah/legal 

SPM % 100% 100% 100%  

 
- Persentase aparatur dan Warga Negara yang 
mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi 
bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase warga negara yang mengikuti gladi 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

SPM % 100% 100% 100%  
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- Persentase Warga Negara yang mendapat 
layanan pusdalops penanggulangan bencana dan 
sarana prasarana penanggulangan bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase  Warga Negara yang mendapat 
peralatan perlindungan 

SPM % 100% 100% 100%  

 
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis 
prioritas 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status darurat bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

 - Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 
penanganan darurat bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

 
- Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , 
ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian 
bencana 

SPM % 100% 100% 100%  

        

4 Indikator IKK       

 - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 

IKK Orang 8.310 3.320 3.320  

 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

IKK Orang 1.656 840 840  
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 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

IKK Orang 115.364 1.000 1.000  
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2.2 ISU-ISU AKTUAL PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN 

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan di atas dapat 

disimpulkan bahwa BPBD, dalam hal ini Unsur Pelaksana BPBD yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki 

peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. 

Fungsi koordinasi diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, 

berperan pada tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi 

dan rekonstruksi. Fungsi komando diperlukan ketika menghadapi keadaan 

tanggap darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilakukan oleh Unsur 

Pelaksana BPBD sendiri secara internal dan eksternal dalam upaya 

penanggulangan bencana pada semua tahapan. 

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan 

bencana dan dalam upaya sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan 

Daerah tahun 2024, yang mana BPBD masuk pada Prioritas : Meningkatnya 

Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah, adalah sebagai berikut :  

1. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 

Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 

2. Penguatan kapasitas kawasan; 

3. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta 

relawan penanggulang bencana; 

4. Pembangunan Early Warning System. 

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 

BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini 

bilamana ditinjau dengan kondisi internal (Kekuatan / Strengths dan 

Kelemahan / Weakness) serta kondisi eksternal (Peluang / Opportunity dan 

Tantangan / Threats) dapat diperoleh sebagai berikut: 

 
A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (Strengths) 

1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan 

BNPB pusat; 

2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan 

Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait 

kebencanaan; 

3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk 

penyeleng-garaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 
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darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT); 

4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja; 

5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD; 
 
 

B. Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (Weakness) 

1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi 

dan jumlah yang memadai; 

2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal 

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif 

dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD); 

3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam 

manajemen penanggulangan bencana; 

4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana 

untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten 

Pasuruan; 

5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana 

yang ada; 

6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap 

prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; 

7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana; 

Sesuai dengan Rancangan RPD tahun 2024-2026, permasalahan- 

permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten 

Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin putting 

beliung, kebakaran hutan dan lahan) 

2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya 

dukungan prasarana 

3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 

belum terlatih menghadapi bencana 

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam rancangan RPD 

seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang 

lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

selama ini, yaitu : 

1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana 

BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas; 
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2) Pemenuhan sarana dan Prasarana Gedung baru BPBD yang berupa 

penerangan lampu luar gedung, pendingin ruangan, mobil opersional 

pejabat eselon II dan III, mebelair dll. 

3) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk 

semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan; 

4) Belum tercatat secara rutin dan terdigitallisasi serta berkala data-

data kejadian bencana yang ada; 

5) Belum optimalnya pelaksanaan SOP/Protap/SPM pada tahap 

prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; 

6) Belum optimalnya ketersediaan anggaran dalam mendukung 

progaram Penanggulangan Bencana; 

7) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang 

harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin 

yang telah ditetapkan jadwalnya; 

8) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru 

penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan 

dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, 

termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta 

lembaga usaha; 

9)  Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya 

manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana 

(prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas 

sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, 

lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan. 

10)  Terjadi Bencana Kekeringan panjang pada tribulan II, III sampai 

tribulan IV awal yang disebabkan oleh El Nino yaitu fenomena 

pemanasan Suhu Muka Laut di Samudera Pasifik yang mengurangi 

curah hujan di Indonesia. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar air bersih dibutuhkan tambahan mobil tangki serta reservoar 

air dalam distribusi di titik kekeringan. 

11) Perlu adanya pemenuhan peralatan (water rescue, vertcal rescue, 

kebakaran hutan) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, 

dikarenakan masih belum terstandart serta banyaknya kejadian 

bencana; 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPBD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

Apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran P-Renja BPBD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut: 

a. Tujuan “Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani 

Bencana” dengan indicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan 

target sebesar 0,745 

b. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan 

Bencana” dengan empat indicator seperti dibawah : 

1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan 

bencana dengan target sebesar 0,21%. 

2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05 %. 

3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta 
penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100% 

4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan 
bencana yang tersusun dengan target sebesar 100% 

 
 

Tabel 3.1.  

Perubahan Target IKU/SPM/IKK BPBD Tahun 2024 

No Uraian 
IKU/ 

SPM/IKK 
Satuan 

Realisasi 
2023 

Target 2024 Ket 

Awal Perubahan  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Tujuan BPBD : 
Meningkatnya 
Kesiapsiagaan Daerah dalam 
Menangani Bencana 

  

          

Indikator : Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) 

  
Nilai 0,74 0,745 0,745 

  

2 Sasaran 1 BPBD : 
Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan 
Penanggulangan Bencan 

  

          

Indikator Sasaran 1 BPBD             

Persentase warga negara 
yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

IKU % 

  

0,21% 0,21% 
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Persentase warga negara 
yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

IKU % 

  

3,05% 3,05% 

  

Persentase warga negara 
yang memperoleh 
layanan bantuan sosial 
serta penyelamatan dan 
evakuasi korban 

IKU % 100% 100% 100% 

  

Persentase dokumen 
pelaksanaan penataan 
sistem dasar 
penanggulangan bencana 
yang tersusun 

IKU % 100% 100% 100% 

  

  Sasaran 2 BPBD : 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja dalam 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

          

  

  Indikator Sasaran 2 BPBD             

  Nilai SAKIP IKU Nilai 80,7 81,00 81,00   

                

3 Indikator SPM   
          

  

- Persentase penyelesaian 
dokumen KRB sampai 
dengan dinyatakan 
sah/legal 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase jumlah 
penduduk di kawasan 
rawan bencana yang 
memperoleh informasi 
rawan bencana sesuai 
jenis ancaman bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  
- Persentase penyelesaian 
dokumen RPB sampai 
dinyatakan sah/legal 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  
- Persentase penyelesaian 
dokumen Renkon sampai 
dinyatakan sah/legal 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase aparatur 
dan Warga Negara yang 
mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase warga 
negara yang mengikuti 
gladi kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

SPM % 100% 100% 100% 
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- Persentase Warga 
Negara yang mendapat 
layanan pusdalops 
penanggulangan bencana 
dan sarana prasarana 
penanggulangan bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  
- Persentase  Warga 
Negara yang mendapat 
peralatan perlindungan 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

Persentase kecepatan 
respon kurang dari 24 
jam untuk setiap status 
KLB penyakit/wabah 
zoonosis prioritas 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase kecepatan 
respon kurang dari 24 
jam untuk setiap status 
darurat bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase jumlah 
petugas yang aktif dalam 
penanganan darurat 
bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

  

- Persentase jumlah 
korban yang berhasil 
dicari , ditolong dan 
dievakuasi terhadap 
kejadian bencana 

SPM % 100% 100% 100% 

  

                

4 Indikator IKK   
          

  

- Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

IKK Orang 
         

8.310  
                 

3.320  
                        

3.320  

  

  

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

IKK Orang 
         

1.656  
                     

840  
                            

840  

  

  

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban 
bencana 

IKK Orang 
    

115.364  
                 

1.000  
                        

1.000  

  

 
3.2  PROGRAM DAN KEGIATAN P-RENJA BPBD TAHUN 2024 

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu 

MENINGKATNYA  PERTUMBUHAN  DAN  PEMERATAAN  EKONOMI 

DAERAH, untuk mendukung RPD tersebut BPBD menetapkan Tujuan 

“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana” 

dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan 

Bencana” . Adapun titik berat Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah BPBD pada tahun 2024 adalah upaya-upaya yang dapat 
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mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, 

yaitu dengan peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan 

Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan 

peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan 

elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, 

perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya 

pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, 

khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

 
3.2.1 Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024 

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada P-Renja 

BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut :



Page 39 

 

Tabel 2… Evaluasi Terhadap  Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten 

Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan 

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024 

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :               

BPBD               

               

                           

N
o 

Sasaran  
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcomes) / 

Kegiatan (output) / Sub 
Kegiatan 

Target Renstra pada 
Tahun 2024 (Akhir 
Periode Renstra) 

Realisas
i 

Capaian 
Kinerja 
Renstra 

s/d 
Renja 
Tahun 

n-1 
(2023) 

Target Kinerja dan 
Anggaran Tahun 

2024 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
2024 

Realisasi  Kinerja 
dan Anggaran 

Renstra s/d 
Tahun 2024 

Tingkat 
Capaian 
Kinerja 

dan 
Realisasi 
Anggaran 
Renstra 
Tahun 

2024 (%) 

I II III IV 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 

14 = 13/5 
x 100% 

K Rp K 
R
p 

K Rp K Rp K 
R
p 

K 
R
p 

K 
R
p 

K Rp K Rp K Rp 

    Tahun 2024   

  

Meningkatn
ya Kualitas 
Pengelolaan 
Penanggula
ngan 
Bencan 

  
Urusan Tratimbun 
Linmas 

                                          

      
Bidang Urusan 
Kebencanaan 

                                          

    1 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN / 
KOTA 

Persentase 
dokumen/laporan 
administrasi PD yang 
baik/sesuai regulasi 

100% 
     

5.873.286.
622  

0 0 100% 
  

4.467.901.
991  

32
% 

      
1.450.
091.87
3  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0,3
2 

 
1.450.091.

873  

0,3
2 

 
1.450.091.

873  
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      1 

Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase konsistensi 
indikator kinerja 
program/kegiatan/sub
kegiatan pada dok 
rencana, anggaran, dan 
evaluasi 

1 dok 
            

75.000.000  
0 0 

1 
dok 

         
14.980.000  

1 
            
14.349
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

1 
        

14.349.000  
1 

      
14.349.00

0  
    

        1 

Koordinasi Dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
Dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
Skpd 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

1 
laporan 

            
75.000.000  

0 0 
1 

lapor
an 

        
14.980.000  

1 
            
14.349
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

1 
       

14.349.000  
1 

      
14.349.00

0  
    

      2 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase laporan 
keuangan yang sesuai 
dengan ketentuan dan 
dapat 
dipertanggungjawabka
n 

100% 
     

2.926.620.
387  

0 0 100% 
    

2.845.118.
681  

32
% 

          
907.23
1.495  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0,3
2 

      
907.231.49

5  

0,3
2 

    
907.231.4

95  
    

        1 
Penyediaan Gaji 
Dan Tunjangan 
Asn 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

216 
orang-
bulan 

       
2.500.000.

000  
0 0 

216 
oran

g-
bula

n 

   
2.420.308.

937  
70 

          
791.15
8.247  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

70 
     

791.158.24
7  

70 
    

791.158.2
47  

    

        2 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas Asn 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 dok 
          

350.000.38
7  

0 0 
12 

dok 

      
340.929.74

4  
3 

          
103.03
3.248  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

3 
     

103.033.24
8  

3 
    

103.033.2
48  

    

        3 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Dan Pengujian 
Verifikasi 
Keuangan Skpd 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 dok 
            

76.620.000  
0 0 

12 
dok 

        
83.880.000  

2 
            
13.040
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  
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      3 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
kepegawaian yang 
akurat dan sesuai 
ketentuan 

100% 
155.485.00

0 
0 0 100% 

         
42.000.000  

0 
                           
-    

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        1 

Pendidikan Dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas Dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

31 
orang 

            
90.485.000  

0 0 
31 

oran
g 

        
42.000.000  

0 
                           
-    

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

      4 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pemenuhan kebutuhan 
umum PD 

100% 
602.886.00

0 
0 0 100% 

      
536.322.81

0  

41
% 

          
218.56
5.689  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0,4
1 

     
218.565.68

9  

0,4
1 

    
218.565.6

89  
    

        1 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

15 
paket 

            
30.000.000  

0 0 
15 

pake
t 

          
8.573.430  

0 
                           
-    

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        2 

Penyediaan 
Peralatan Dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

46 
paket 

          
145.000.00

0  
0 0 

46 
pake

t 

      
110.029.98

0  
40 

            
93.665
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

40 
       

93.665.000  
40 

      
93.665.00

0  
    

        3 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

50 
paket 

            
50.000.000  

0 0 
50 

pake
t 

        
65.979.400  

0 
                           
-    

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        4 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
Dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

15 
paket 

            
12.306.000  

0 0 
15 

pake
t 

        
17.404.000  

3 
              
2.770.
000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

3 
         

2.770.000  
3 

        
2.770.000  
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        5 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 
Dan Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 dok 
            

35.000.000  
0 0 

12 
dok 

        
12.970.000  

3 
              
2.440.
000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

3 
         

2.440.000  
3 

        
2.440.000  

    

        6 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

12 
laporan 

            
80.580.000  

0 0 
12 

lapor
an 

        
63.296.000  

4 
            
24.321
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

4 
       

24.321.000  
4 

      
24.321.00

0  
    

        7 

Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi Dan 
Konsultasi Skpd 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

60 
laporan 

          
250.000.00

0  
0 0 

60 
lapor

an 

      
258.070.00

0  
24 

            
95.369
.689  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

24 
       

95.369.689  
24 

      
95.369.68

9  
    

      5 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase pengadaan 
BMD yang terealisasi 

12 unit 
     

1.350.000.
000  

0 0 
12 

unit 

      
206.765.30

0  
7 

          
130.88
3.100  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

7 
     

130.883.10
0  

7 
    

130.883.1
00  

    

        1 
Pengadaan 
Mebel 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

10 unit 
          

250.000.00
0  

0 0 
10 

unit 
        

58.737.100  
10 

            
58.737
.100  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

10 
       

58.737.100  
10 

      
58.737.10

0  
    

        2 

Pengadaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
Atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung  
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

10 unit 
          

200.000.00
0  

0 0 
10 

unit 

      
148.028.20

0  
11 

            
72.146
.000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

11 
       

72.146.000  
11 

      
72.146.00

0  
    

      6 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100% 
        

206.855.83
0  

0 0 100% 
      

244.305.80
0  

12 
            
22.254
.134  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

12 
       

22.254.134  
12 

      
22.254.13

4  
    

        1 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

14 
laporan 

              
6.746.000  

0 0 
14 

lapor
an 

          
4.520.000  

13 
              
1.000.
000  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

13 
         

1.000.000  
13 

        
1.000.000  
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        2 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air Dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

48 
laporan 

          
200.109.83

0  
0 0 

48 
lapor

an 

      
239.785.80

0  
14 

            
21.254
.134  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

14 
       

21.254.134  
14 

      
21.254.13

4  
    

      7 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah yang Dipelihara 

93 unit 
        

556.439.40
5  

0 0 
93 

unit 

      
578.409.40

0  
15 

          
156.80
8.455  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

15 
     

156.808.45
5  

15 
    

156.808.4
55  

    

        1 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
Dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas Atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

22 unit 
          

488.665.47
5  

0 0 
22 

unit 

      
494.836.40

0  
16 

          
113.95
3.008  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

16 
     

113.953.00
8  

16 
    

113.953.0
08  

    

        2 

Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Gedung Kantor 
Dan Banguinan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilita
si 

10 unit 
            

37.773.930  
0 0 

10 
unit 

          
5.000.000  

17 
                           
-    

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

17 
                        

-  
17 

                       
-  

    

        3 

Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana Dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
Atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 unit 
            

30.000.000  
0 0 

1 
unit 

        
78.573.000  

18 
            
42.855
.447  

0 
       
-  

0 
       
-  

0 
      
-  

18 
       

42.855.447  
18 

      
42.855.44

7  
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    2 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA  

(diisi)        100  
       

5.005.303.
274  

0 0 100 
           
6.057.984.
865  

25 

       
1.201.
480.15
0  

    0 
       
-  

0 
      
-  

25 
   

1.201.480.
150  

25 
 

1.201.480.
150  

    

      1 

Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga Negara 
yang Memperoleh 
Layanan Informasi 
Rawan Bencana 

         83  
          

725.138.00
0  

0 0 3320 
    

1.960.009.
000  

180 

                    
1.062.

274.50
0  

    0 
       
-  

0 
      
-  

180 
   

1.062.274.
500  

180 
 

1.062.274.
500  

    

        1 

Penyusunan 
Kajian Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah dokumen 
Kajian Risiko Bencana 
(KRB) sampai dengan 
dinyatakan sah/legal 
(Dokumen) 

          -    
                          
-    

0 0 0 
                       
-    

0 
                                          

-  
    0 

       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        2 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi Dan 
Edukasi (Kie) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kot
a (Per Jenis 
Bencana) 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per 
Jenis Bencana) Secara 
Tatap Muka kepada 
Penduduk yang Tinggal 
di Daerah Rawan 
Bencana Sesuai Jenis 
Ancaman yang Ada di 
Kawasan Tempat Ting 

         83  
         

725.138.00
0  

0 0 3320 
   

1.960.009.
000  

      
180  

                    
1.062.

274.50
0  

    0 
       
-  

0 
      
-  

180 
  

1.062.274.
500  

180 
 

1.062.274.
500  

    

      2 

Pelayanan 
Pencegahan Dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur dan 
Warga Negara yang 
Memperoleh Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

           1  
       

1.980.165.
274  

0 0 1 
    

1.205.838.
065  

100
% 

                         
65.994

.250  
    0 

       
-  

0 
      
-  

1 
        

65.994.250  
1 

      
65.994.25

0  
    



Page 45 

 

        1 

Penguatan 
Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 
(Kawasan) 

 4 
kawasa

n  

         
251.334.00

0  
0 0 4 

        
33.408.000  

0 
                                          

-  
    0 

       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        2 

Pengembangan 
Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat 
(TRC) Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Personil TRC 
yang Dikembangkan 
Kapasitas Teknis dan 
Manajerialnya (Orang) 

 40 
orang  

         
168.149.00

0  
0 0 30 

          
4.640.000  

0 
                                          

-  
    0 

       
-  

0 
      
-  

0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        3 
Penyusunan 
Rencana 
Kontijensi 

Jumlah Dokumen 
Rencana Kontinjensi 
yang Dilegalisasi 
(Dokumen) 

 -   -  0 0 0 
                       
-    

0 
                                          

-  
            0 

                        
-  

0 
                       

-  
    

        4 

Gladi 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah Aparatur dan 
Warga Negara yang 
Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan (Orang) 

    1.050  
         

231.765.00
0  

0 0 1000 
      

306.454.00
0  

0 
                                          

-  
            0 

                        
-  

0 
                       

-  
    

        5 

Penyusunan 
Rencana 
Penanggulanga
n Kedaruratan 
Bencana 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 
(RPKB) yang 
Dilegalisasi (Dokumen) 

 -   -  0 0 1 
          

2.900.000  
0 

                           
1.956.

000  
            0 

         
1.956.000  

0 
        

1.956.000  
    

        6 

Pelatihan 
Keluarga 
Tanggap 
Bencana Alam 

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Pelatihan 
Keluarga Tanggap 
Bencana Alam 
(Keluarga) 

 27 
keluarg

a  

           
51.152.000  

0 0 20 
        

29.620.000  
0 

29.200
.000 

            0 
       

29.200.000  
0 

      
29.200.00

0  
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        7 

Pengelolaan 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko bencana 
(per jenis ancaman 
bencana prioritas) 
Kabupaten/Kota yang 
tertangani (Kegiatan) 

 1 dok  
           

68.068.539  
0 0 1 

      
176.505.06

5  
0 

15.731
.250 

            0 
       

15.731.250  
0 

      
15.731.25

0  
    

        8 

Penyusunan 
Rencana 
Penanggulanga
n Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana (RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah/legal 
(Dokumen) 

 1 dok   
         

100.000.00
0  

0 0 0 
                       
-    

0               0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        9 

Penyediaan 
Peralatan 
Perlindungan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 
Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun 
Petugas sesuai dengan 
jenis ancaman bencana 
di kawasan tempat 
tinggalnya (Unit) 

 122 
unit  

           
34.170.000  

0 0 13 
          

1.080.000  
0 

                                          
-  

            0 
                        

-  
0 

                       
-  

    

        # 

Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok 
rentan di kawasan 
rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang 
mengikuti pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 
(Kawasan) 

 80 
orang  

         
130.344.00

0  
0 0 840 

      
500.840.00

0  
0 

                                          
-  

            0 
                        

-  
0 

                       
-  
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        # 

Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan  
Terhadap 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah laporan 
layanan pusat 
pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan 
Maklumat Pelayanan 
yang sah dan legal 
sesuai dengan jenis 
ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat 
tinggalnya (Laporan) 

 12 dok; 
4 unit 

EWS; 1 
Receive

r; 
penduk

ung 
Pusdalo

ps  

         
945.182.73

5  
0 0 12 

      
150.391.00

0  
3 

19.107
.000 

            3 
       

19.107.000  
3 

      
19.107.00

0  
    

    

  3 Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase Layanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban yang 
dilaksanakan (sesuai 
ketentuan) 

100%        
5.764.750.

000  

0
% 

                
-  

100%     
2.475.993.

800  

100
% 

            
65.225

.400  

         
-  

0        
-  

0       
-  

1         
65.225.400  

1       
65.225.40

0  

  0,011
31 

    

    1 Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Kejadian Luar 
Biasa 
Penyakit/Waba
h Zoonosis 
Prioritas 

Jumlah Laporan 
Koordinasi Respon 
Cepat Kejadian Luar 
Biasa Penyakit/Wabah 
Prioritas 
(Laporan) 

3             
11.250.000  

0                 
-  

1           
1.250.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    2 Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status 
Darurat Bencana dan 
SKPDB yang Ditetapkan 
Paling Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan Kaji 
Cepat  
(Dokumen) 

45        
1.774.310.

000  

0                 
-  

10       
649.360.80

0  

1               
7.880.

400  

    0        
-  

0       
-  

1           
7.880.400  

1         
7.880.400  

  0,004
44 

    

    3 Sub Kegiatan 
Pencarian, 
Pertolongan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per Jenis 
Kejadian Bencana 
(Orang) 

3000             
63.000.000  

0                 
-  

1000         
31.153.000  

100
0 

            
17.165

.000  

    0        
-  

0       
-  

100
0 

        
17.165.000  

100
0 

      
17.165.00

0  

  0,272
46 
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    4 Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Logistik 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
(Orang) 

800        
3.897.440.

000  

0                 
-  

200    
1.786.230.

000  

200             
40.180

.000  

    0        
-  

0       
-  

200         
40.180.000  

200       
40.180.00

0  

  0,010
31 

    

    5 Sub Kegiatan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 
Bencana 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Laporan) 

3               
7.500.000  

0                 
-  

1           
6.750.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    6 Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Bencana Non 
Alam 
Epidemi/Wabah 
Penyakit 

Jumlah dokumen SK 
Penetapan Status 
Darurat Bencana dan 
SKPDB yang Ditetapkan 
Paling Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
Investigasi KLB dan 
Epidemiologi Terpadu 
(Dokumen) 

3             
11.250.000  

0                 
-  

1           
1.250.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

  4 Penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

Persentase Jumlah 
Dokumen Pelaksanaan 
Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

100%        
2.250.000.

000  

0                 
-  

100%        
416.144.00

0  

100
% 

              
7.986.

000  

         
-  

0        
-  

0       
-  

1           
7.986.000  

1         
7.986.000  

  0,003
55 

    

    1 Penyusunan 
Regulasi 
Penanggulanga
n Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Dokumen 
Regulasi Pendukung 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana di Daerah 
(Dokumen) 

3           
337.500.00

0  

0                 
-  

1           
6.700.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 
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    2 Penguatan 
Kelembagaan 
Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Dokumen Tata 
Kelola Kelembagaan 
Bencana Daerah 
(Dokumen) 

3           
270.000.00

0  

0                 
-  

1           
6.030.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    3 Kerja Sama 
antar Lembaga 
dan Kemitraan 
dalam 
Penanggulanga
n Bencana 
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah Dokumen Kerja 
Sama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
(Dokumen) 

3           
180.000.00

0  

0                 
-  

1           
3.417.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    4 Pengelolaan 
dan 
Pemanfaatan 
Sistem 
Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah Data dan 
Informasi Kebencanaan 
yang tersedia 
(Dokumen) 

3           
315.000.00

0  

0                 
-  

1       
297.552.00

0  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    5 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraa
n 
Penanggulanga
n Bencana 

Jumlah Laporan Hasil 
Binwas 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 
(Laporan) 

3           
450.000.00

0  

0                 
-  

1           
1.380.000  

0                              
-  

    0        
-  

0       
-  

0                         
-  

0                        
-  

  0 

    

    6 Penyusunan 
Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) 
dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana 
(R3P) 
Kab/Kota 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah 
dan legal paling lama 
dalam 1 (satu) tahun 
(Dokumen) 

12           
697.500.00

0  

0                 
-  

1       
101.065.00

0  

1               
7.986.

000  

    0        
-  

0       
-  

1           
7.986.000  

1         
7.986.000  

  0,011
45 
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BPBD mempunyai 2 Program yang terdiri dari Program utama yang mempunyai 4 

kegiatan yang terbagi dalam 25 sub kegiatan dan Program Penunjang yang terdiri dari 7 

Kegiatan yang terbagi kedalam 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

10.525.886.856. setelah di refocussing Pagu BPBD pada Perubahan Rencana Kerja 

sebesar Rp. 10.309.295.156 

 
 

3.2.2 Tabel Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada P-Renja BPBD Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 . tidak ada perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan, akan 

tetapi dalam Perubahan renja terdapat penyesuaian  anggaran dikarenakan 

reffocussing anggaran sebesar  Rp 216.591.700 pada program Penanggulangan 

Bencana 3 kegiatan  dan tersebar di 3 sub kegiatan. Penghematan tersebut tidak 

mempengaruhi kinerja SPM maupun IKK dikarenakan hanya mengurangi kuantitas 

pelaksanaan kinerja. Pagu anggaran sebesar Rp. 10.525.886.856. setelah di 

refocussing Pagu BPBD pada Perubahan Rencana Kerja sebesar Rp. 10.309.295.156
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No. PROGRAM KEGIATAN 
SUB 

KEGIATAN 
REKENING 
BELANJA 

ANGGARAN REALISASI SISA 
PENGHEMATAN 

BELANJA 
SUMBER 

DANA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6-7) (9) (10) 

1 
Penanggulangan 
Bencana 

Pelayanan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Sosialisasi 
KIE Rawan 
Bencana 

  
             
1.960.090.000  

             
1.121.227.250  

                
838.862.750  

                        
171.081.565  

APBD  
(pokir) 

2 
Penanggulangan 
Bencana 

Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Pelatihan, 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 

  
                
500.840.000  

0 
                
500.840.000  

                          
31.107.200  

APBD  
(pokir) 

3 
Penanggulangan 
Bencana 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 
Bencana 

Pengelolaan 
Dan 
Pemanfaatan 
Sistem 
Informasi 
Kebencanaan 

  
                
297.552.000  

0 
                
297.552.000  

                            
14.402.935  

APBD  
(pokir) 

TOTAL 2.758.482.000 1.121.227.250 1.637.254.750 216.591.700  

DATA PENGHEMATAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024 
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NO 

RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 
SUMBER 

DANA 
TAMBAH/(KUR

ANG) 

ALASAN 
PERUBA

HAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
(SATUAN) 

TARGET 
IK 

PAGU RP TARGET IK PAGU RP 
PROGRAM/ 

KEGIATAN/ SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
(SATUAN) 

TARGET 
IK 

PAGU RP  TARG
ET IK 

PAGU 
RP 

 

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12
-8 

16=13-
9 

17 

                              

  PROGRAM 
PENUNJAN
G URUSAN 
PEMERINTA
HAN 
DAERAH 
KABUPATE
N / KOTA 

Persentase 
dokumen/lapor
an administrasi 
PD yang 
baik/sesuai 
regulasi 

100%  
5.873.286.6
22  

100%  4.467.901.991  PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN / 
KOTA 

Persentase 
dokumen/lapor
an administrasi 
PD yang 
baik/sesuai 
regulasi 

100%                   
4.467.901
.991  

 DAU       

  Perencanaan
, 
Penganggar
an, Dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
konsistensi 
indikator kinerja 
program/kegiata
n/subkegiatan 
pada dok 
rencana, 
anggaran, dan 
evaluasi 

1 dok         
75.000.000  

1 dok         14.980.000  Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
konsistensi 
indikator kinerja 
program/kegiata
n/subkegiatan 
pada dok 
rencana, 
anggaran, dan 
evaluasi 

1 dok                         
14.980.00
0  

 DAU       

  Koordinasi 
Dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja Dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja Skpd 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 

1 laporan        
75.000.000  

1 laporan        14.980.000  Koordinasi Dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja Dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
Skpd 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 

1 laporan                         
14.980.00
0  

 DAU       
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Realisasi Kinerja 
SKPD 

Realisasi Kinerja 
SKPD 

  Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
laporan 
keuangan yang 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
dapat 
dipertanggungja
wabkan 

1   
2.926.620.3
87  

100%    2.845.118.681  Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
laporan 
keuangan yang 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
dapat 
dipertanggungja
wabkan 

100%                    
2.845.118
.681  

 DAU       

  Penyediaan 
Gaji Dan 
Tunjangan 
Asn 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

216 orang-
bulan 

  
2.500.000.0
00  

216 orang-
bulan 

  2.420.308.937  Penyediaan Gaji 
Dan Tunjangan Asn 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

216 
orang-
bulan 

                   
2.420.308
.937  

 DAU       

  Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas Asn 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

12 dok       
350.000.38
7  

12 dok      340.929.744  Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
Asn 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

12 dok                       
340.929.7
44  

 DAU       

  Pelaksanaan 
Penatausaha
an Dan 
Pengujian 
Verifikasi 
Keuangan 
Skpd 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 
SKPD 

12 dok        
76.620.000  

12 dok        83.880.000  Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Dan Pengujian 
Verifikasi Keuangan 
Skpd 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 
SKPD 

12 dok                         
83.880.00
0  

 DAU       
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  Administrasi 
Kepegawaia
n Perangkat 
Daerah 

Persentase 
dokumen 
kepegawaian 
yang akurat dan 
sesuai 
ketentuan 

1      
155.485.00
0  

100%         42.000.000  Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
dokumen 
kepegawaian 
yang akurat dan 
sesuai 
ketentuan 

100%                         
42.000.00
0  

 DAU       

  Pendidikan 
Dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas Dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

31 orang        
90.485.000  

31 orang        42.000.000  Pendidikan Dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
Dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

31 orang                         
42.000.00
0  

 DAU       

  Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
umum PD 

1     
602.886.00
0  

100%      536.322.810  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
umum PD 

100%                       
536.322.8
10  

 DAU       

  Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi/Penera
ngan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

15 paket         
30.000.000  

15 paket          8.573.430  Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi/Penera
ngan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

15 paket                           
8.573.430  

 DAU       

  Penyediaan 
Peralatan 
Dan 
Perlengkapa
n Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

46 paket      
145.000.00
0  

46 paket      110.029.980  Penyediaan 
Peralatan Dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

46 paket                       
110.029.9
80  

 DAU       
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  Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

50 paket        
50.000.000  

50 paket        65.979.400  Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

50 paket                         
65.979.40
0  

 DAU       

  Penyediaan 
Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaa
n 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

15 paket        
12.306.000  

15 paket        17.404.000  Penyediaan Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

15 paket                         
17.404.00
0  

 DAU       

  Penyediaan 
Bahan 
Bacaan Dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
Dokumen Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 dok         
35.000.000  

12 dok        12.970.000  Penyediaan Bahan 
Bacaan Dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
Dokumen Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 dok                         
12.970.00
0  

 DAU       

  Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

12 laporan        
80.580.000  

12 laporan        63.296.000  Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

12 
laporan 

                        
63.296.00
0  

 DAU       

  Penyelengga
raan Rapat 
Koordinasi 
Dan 
Konsultasi 
Skpd 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

60 laporan      
250.000.00
0  

60 laporan      258.070.000  Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
Dan Konsultasi 
Skpd 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

60 
laporan 

                      
258.070.0
00  

 DAU       
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  Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
pengadaan 
BMD yang 
terealisasi 

12 unit   
1.350.000.0
00  

12 unit      206.765.300  Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
pengadaan 
BMD yang 
terealisasi 

12 unit                       
206.765.3
00  

 DAU       

  Pengadaan 
Mebel 

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 

10 unit       
250.000.00
0  

10 unit        58.737.100  Pengadaan Mebel Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 

10 unit                         
58.737.10
0  

 DAU       

  Pengadaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung  Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

10 unit     
200.000.00
0  

10 unit      148.028.200  Pengadaan Sarana 
Dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung  Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

10 unit                       
148.028.2
00  

 DAU       

  Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1       
206.855.83
0  

100%      244.305.800  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100%                       
244.305.8
00  

 DAU       

  Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

14 laporan           
6.746.000  

14 laporan          4.520.000  Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

14 
laporan 

                          
4.520.000  

 DAU       
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  Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air Dan 
Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang Disediakan 

48 laporan 200109830 48 laporan      239.785.800  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
Dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang Disediakan 

48 
laporan 

                      
239.785.8
00  

 DAU       

  Pemeliharaa
n Barang 
Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Jumlah Barang 
Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

93 unit     
556.439.40
5  

93 unit      578.409.400  Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Barang 
Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

93 unit                       
578.409.4
00  

 DAU       

  Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaa
n, Biaya 
Pemeliharaa
n Dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas Atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya 

22 unit     
488.665.47
5  

22 unit      494.836.400  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan 
Dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya 

22 unit                       
494.836.4
00  

 DAU       
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  Pemeliharaa
n/Rehabilitas
i Gedung 
Kantor Dan 
Banguinan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direh
abilitasi 

10 unit       
37.773.930  

10 unit          5.000.000  Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor Dan 
Banguinan Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direh
abilitasi 

10 unit                           
5.000.000  

 DAU       

  Pemeliharaa
n/Rehabilitas
i Sarana Dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 unit       
30.000.000  

1 unit        78.573.000  Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana Dan 
Prasarana Gedung 
Kantor Atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 unit                         
78.573.00
0  

 DAU       

  PROGRAM 
PENANGGU
LANGAN 
BENCANA  

Persentase 
Layanan dan 
Regulasi 
Penanggulanga
n Bencana 

100  
5.005.303.2
74  

100          
6.057.984.865  

PROGRAM 
PENANGGULANG
AN BENCANA  

Persentase 
Layanan dan 
Regulasi 
Penanggulanga
n Bencana 

100                                 
6.057.984
.865  

 DAU       

  Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Informasi 
Rawan Bencana 

83     
725.138.00
0  

3320    1.960.009.000  Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Informasi 
Rawan Bencana 

3320                    
1.960.009
.000  

 DAU   -    
171.08
1.565  

 
Refocussi
ng 
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  Penyusunan 
Kajian Risiko 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
dokumen Kajian 
Risiko Bencana 
(KRB) sampai 
dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

0                         
-  

0                       -    Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
dokumen Kajian 
Risiko Bencana 
(KRB) sampai 
dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

0                                        
-    

 DAU       

  Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi 
Dan Edukasi 
(Kie) Rawan 
Bencana 
Kabupaten/K
ota (Per 
Jenis 
Bencana) 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 
Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Bencana) 
Secara Tatap 
Muka kepada 
Penduduk yang 
Tinggal di 
Daerah Rawan 
Bencana Sesuai 
Jenis Ancaman 
yang Ada di 
Kawasan 
Tempat Ting 

83     
725.138.00
0  

3320   1.960.009.000  Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi Dan 
Edukasi (Kie) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis Bencana) 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 
Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Bencana) 
Secara Tatap 
Muka kepada 
Penduduk yang 
Tinggal di 
Daerah Rawan 
Bencana Sesuai 
Jenis Ancaman 
yang Ada di 
Kawasan 
Tempat Ting 

3320                    
1.960.009
.000  

 DAU       
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  Pelayanan 
Pencegahan 
Dan 
Kesiapsiaga
an Terhadap 
Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

1  
1.980.165.2
74  

1    1.205.838.065  Pelayanan 
Pencegahan Dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

1                    
1.205.838
.065  

 DAU       

  Penguatan 
Kapasitas 
Kawasan 
untuk 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiaga
an 

Jumlah 
Kawasan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 
dalam 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 
(Kawasan) 

4 
kawasan 

    
251.334.00
0  

4        33.408.000  Penguatan 
Kapasitas Kawasan 
untuk Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Jumlah 
Kawasan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 
dalam 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 
(Kawasan) 

4                         
33.408.00
0  

 DAU       

  Pengembang
an Kapasitas 
Tim Reaksi 
Cepat (TRC) 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah Personil 
TRC yang 
Dikembangkan 
Kapasitas 
Teknis dan 
Manajerialnya 
(Orang) 

40 orang     
168.149.00
0  

30          4.640.000  Pengembangan 
Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Personil 
TRC yang 
Dikembangkan 
Kapasitas 
Teknis dan 
Manajerialnya 
(Orang) 

30                           
4.640.000  

 DAU       

  Penyusunan 
Rencana 
Kontijensi 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 
Kontinjensi yang 
Dilegalisasi 
(Dokumen) 

-  -  0                       -    Penyusunan 
Rencana Kontijensi 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 
Kontinjensi yang 
Dilegalisasi 
(Dokumen) 

0                                        
-    

 DAU       
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  Gladi 
Kesiapsiaga
an Terhadap 
Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga 
Negara yang 
Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan 
(Orang) 

1050     
231.765.00
0  

1000      306.454.000  Gladi 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga 
Negara yang 
Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan 
(Orang) 

1000                       
306.454.0
00  

 DAU       

  Penyusunan 
Rencana 
Penanggulan
gan 
Kedaruratan 
Bencana 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 
Penanggulanga
n Kedaruratan 
Bencana 
(RPKB) yang 
Dilegalisasi 
(Dokumen) 

-  -  1          2.900.000  Penyusunan 
Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan 
Bencana 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 
Penanggulanga
n Kedaruratan 
Bencana 
(RPKB) yang 
Dilegalisasi 
(Dokumen) 

1                           
2.900.000  

 DAU       

  Pelatihan 
Keluarga 
Tanggap 
Bencana 
Alam 

Jumlah 
Keluarga yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Keluarga 
Tanggap 
Bencana Alam 
(Keluarga) 

27 
keluarga 

      
51.152.000  

20        29.620.000  Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 

Jumlah 
Keluarga yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Keluarga 
Tanggap 
Bencana Alam 
(Keluarga) 

20                         
29.620.00
0  

 DAU       

  Pengelolaan 
Risiko 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian 
akar masalah 
risiko bencana 
(per jenis 
ancaman 
bencana 
prioritas) 
Kabupaten/Kota 
yang tertangani 
(Kegiatan) 

1 dok       
68.068.539  

1      176.505.065  Pengelolaan Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian 
akar masalah 
risiko bencana 
(per jenis 
ancaman 
bencana 
prioritas) 
Kabupaten/Kota 
yang tertangani 
(Kegiatan) 

1                       
176.505.0
65  

 DAU       
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  Penyusunan 
Rencana 
Penanggulan
gan Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
dokumen 
Rencana 
Penanggulanga
n Bencana 
(RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

1 dok      
100.000.00
0  

0                       -    Penyusunan 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
dokumen 
Rencana 
Penanggulanga
n Bencana 
(RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan 
sah/legal 
(Dokumen) 

0                                        
-    

 DAU       

  Penyediaan 
Peralatan 
Perlindungan 
dan 
Kesiapsiaga
an Terhadap 
Bencana 
kabupaten/k
ota 

Jumlah 
Peralatan 
Penyelamatan 
Diri bagi Individu 
Warga Negara, 
Keluarga, 
maupun 
Petugas sesuai 
dengan jenis 
ancaman 
bencana di 
kawasan tempat 
tinggalnya (Unit) 

122 unit       
34.170.000  

13          1.080.000  Penyediaan 
Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah 
Peralatan 
Penyelamatan 
Diri bagi Individu 
Warga Negara, 
Keluarga, 
maupun 
Petugas sesuai 
dengan jenis 
ancaman 
bencana di 
kawasan tempat 
tinggalnya (Unit) 

13                           
1.080.000  

 DAU       

  Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah warga 
negara 
termasuk 
kelompok rentan 
di kawasan 
rawan bencana 
Kabupaten/Kota 
yang mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi 
bencana 
(Kawasan) 

80 orang     
130.344.00
0  

840      500.840.000  Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga 
negara 
termasuk 
kelompok rentan 
di kawasan 
rawan bencana 
Kabupaten/Kota 
yang mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi 
bencana 
(Kawasan) 

840                       
500.840.0
00  

 DAU   -      
31.107.
200  

 
Refocussi
ng 
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  Pengendalia
n Operasi 
dan 
Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiaga
an  Terhadap 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah laporan 
layanan pusat 
pengendalian 
operasi 
(pusdalops) 
dengan 
Maklumat 
Pelayanan yang 
sah dan legal 
sesuai dengan 
jenis ancaman 
bencana yang 
ada di kawasan 
tempat 
tinggalnya 
(Laporan) 

12 dok; 4 
unit EWS; 
1 
Receiver; 
pendukun
g 
Pusdalop
s 

    
945.182.73
5  

12      150.391.000  Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan  
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan 
layanan pusat 
pengendalian 
operasi 
(pusdalops) 
dengan 
Maklumat 
Pelayanan yang 
sah dan legal 
sesuai dengan 
jenis ancaman 
bencana yang 
ada di kawasan 
tempat 
tinggalnya 
(Laporan) 

12                       
150.391.0
00  

 DAU       

  Kegiatan 
Pelayanan 
Penyelamat
an dan 
Evakuasi 
Korban 
Bencana 

Persentase 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban yang 
dilaksanakan 
(sesuai 
ketentuan) 
(Persen) 

100%  
1.800.000.0
00  

100  2.475.993.800  Kegiatan Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban yang 
dilaksanakan 
(sesuai 
ketentuan) 
(Persen) 

100                    
2.466.180
.800  

 DAU  0 -        
9.813.0
00  

Rincian: 
Perdin 
DD utk 
75 Orang 
Gol I/II 
@130.00
0 = 
9.750.00
0 
Sisa 
63.000 
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  Sub 
Kegiatan 
Respon 
Cepat 
Kejadian 
Luar Biasa 
Penyakit/Wa
bah 
Zoonosis 
Prioritas 

Jumlah Laporan 
Koordinasi 
Respon Cepat 
Kejadian Luar 
Biasa 
Penyakit/Wabah 
Prioritas 
(Laporan) 

1 Laporan          
3.750.000  

1          1.250.000  Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas 

Jumlah Laporan 
Koordinasi 
Respon Cepat 
Kejadian Luar 
Biasa 
Penyakit/Wabah 
Prioritas 
(Laporan) 

1                                        
-    

 DAU  0 -        
1.250.0
00  

Tidak ada 
kejadian 
KLB dan 
anggaran 
tersebut 
dialihkan 
ke perdin 
dalam 
daerah. 

  Sub 
Kegiatan 
Respon 
Cepat 
Darurat 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
Dokumen SK 
Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan 
Paling Lama 
1x24 Jam 
berdasarkan 
Hasil Dokumen 
Laporan Kaji 
Cepat  
(Dokumen) 

15 
Dokumen 

     
501.570.00
0  

10      649.360.800  Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen SK 
Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan 
Paling Lama 
1x24 Jam 
berdasarkan 
Hasil Dokumen 
Laporan Kaji 
Cepat  
(Dokumen) 

3                       
649.390.8
00  

 DAU; 
DBHCHT  

-7               
30.000  

Penamba
han 
materai 
untuk 
kekurang
an 
anggaran 
cukai 
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  Sub 
Kegiatan 
Pencarian, 
Pertolongan 
dan 
Evakuasi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah Korban 
yang Berhasil 
Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per 
Jenis Kejadian 
Bencana 
(Orang) 

1000 
Orang 

       
31.500.000  

1000        31.153.000  Sub Kegiatan 
Pencarian, 
Pertolongan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
yang Berhasil 
Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per 
Jenis Kejadian 
Bencana 
(Orang) 

1000                         
28.210.00
0  

 DAU  0 -        
2.943.0
00  

Anggaran 
pembelia
n HT 
digantika
n ke 
perdin 
dalam 
daerah 
TRC. 

  Sub 
Kegiatan 
Penyediaan 
Logistik 
Penyelamata
n dan 
Evakuasi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi 
Logistik 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban Bencana 
(Orang) 

200 Orang   
1.255.680.0
00  

200   1.786.230.000  Sub Kegiatan 
Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi 
Logistik 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban Bencana 
(Orang) 

200                    
1.786.330
.000  

 DAU; 
DBHCHT  

0             
100.00
0  

Penamba
han 
materai 
untuk 
kekurang
an 
anggaran 
cukai 
(Belanja 
Modal HT 
dan RIG 
Cukai 
diganti ke 
Perjalana
n Dinas 
Luar 
Daerah 
Cukai 
senilai 
60.000.0
00). 
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  Sub 
Kegiatan 
Aktivasi 
Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 
Bencana 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Laporan) 

1 Laporan          
3.750.000  

1          6.750.000  Sub Kegiatan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat Bencana 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Laporan) 

1                           
2.250.000  

 DAU  0 -        
4.500.0
00  

Mengura
ngi 
kegiatan 
aktivasi 
sistem 
komandi 
dari 3 
kegiatan 
menjadi 1 
kegiatan 
dan 
anggaran 
tersebut 
untuk 
perdin 
dalam 
daerah 
TRC. 

  Sub 
Kegiatan 
Respon 
Cepat 
Bencana 
Non Alam 
Epidemi/Wab
ah Penyakit 

Jumlah 
dokumen SK 
Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan 
Paling Lama 
1x24 Jam 
berdasarkan 
Hasil Dokumen 
Laporan 
Investigasi KLB 
dan 
Epidemiologi 
Terpadu 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

         
3.750.000  

1          1.250.000  Sub Kegiatan 
Respon Cepat 
Bencana Non Alam 
Epidemi/Wabah 
Penyakit 

Jumlah 
dokumen SK 
Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan 
Paling Lama 
1x24 Jam 
berdasarkan 
Hasil Dokumen 
Laporan 
Investigasi KLB 
dan 
Epidemiologi 
Terpadu 
(Dokumen) 

1                                        
-    

 DAU  0 -        
1.250.0
00  

Tidak ada 
kejadian 
Epidemi 
dan 
anggaran 
tersebut 
dialihkan 
ke perdin 
dalam 
daerah 
TRC. 

  Penataan 
Sistem 
Dasar 
Penanggula
ngan 
Bencana 

Persentase 
Jumlah 
Dokumen  
Pelaksanaan 
Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 
(Persen) 

100% 500.000.00
0 

100 416.144.000 Penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

Persentase 
Jumlah 
Dokumen  
Pelaksanaan 
Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 
(Persen) 

100 416.144.0
00 

DAU 0 - 
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  Penyusunan 
Regulasi 
Penanggulan
gan Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
Dokumen 
Regulasi 
Pendukung 
Penyelenggaraa
n 
Penanggulanga
n Bencana di 
Daerah 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

       
75.000.000  

1          6.700.000  Penyusunan 
Regulasi 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen 
Regulasi 
Pendukung 
Penyelenggaraa
n 
Penanggulanga
n Bencana di 
Daerah 
(Dokumen) 

1                           
6.700.000  

 DAU  0                       
-    

  

  Penguatan 
Kelembagaa
n Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
Dokumen Tata 
Kelola 
Kelembagaan 
Bencana 
Daerah 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

       
60.000.000  

1          6.030.000  Penguatan 
Kelembagaan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen Tata 
Kelola 
Kelembagaan 
Bencana 
Daerah 
(Dokumen) 

1                           
6.030.000  

 DAU  0                       
-    

  

  Kerja Sama 
antar 
Lembaga 
dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulan
gan Bencana 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
Dokumen Kerja 
Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulanga
n Bencana 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

       
40.000.000  

1          3.417.000  Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen Kerja 
Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulanga
n Bencana 
(Dokumen) 

1                           
3.417.000  

 DAU  0                       
-    

  

  Pengelolaan 
dan 
Pemanfaatan 
Sistem 
Informasi 
Kebencanaa
n 

Jumlah Data 
dan Informasi 
Kebencanaan 
yang tersedia 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

       
70.000.000  

1      297.552.000  Pengelolaan dan 
Pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah Data 
dan Informasi 
Kebencanaan 
yang tersedia 
(Dokumen) 

1                       
297.552.0
00  

 DAU  0 -      
14.402.
935  

 
Refocussi
ng 

  Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Penyelengga
raan 
Penanggulan
gan Bencana 

Jumlah Laporan 
Hasil Binwas 
Penyelenggaraa
n 
Penanggulanga
n Bencana 
(Laporan) 

1 Laporan      
100.000.00
0  

1          1.380.000  Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 

Jumlah Laporan 
Hasil Binwas 
Penyelenggaraa
n 
Penanggulanga
n Bencana 
(Laporan) 

1                           
1.380.000  

 DAU  0                       
-    
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  Penyusunan 
Kajian 
Kebutuhan 
Pascabenca
na 
(JITUPASNA
) dan 
Rencana 
Rehabilitasi 
dan 
Rekontruksi 
Pascabenca
na (R3P) 
Kab/Kota 

Jumlah 
penyelesaian 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
dan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah 
dan legal paling 
lama dalam 1 
(satu) tahun 
(Dokumen) 

1 
Dokumen 

     
155.000.00
0  

1      101.065.000  Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana 
(R3P) 
Kab/Kota 

Jumlah 
penyelesaian 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
dan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah 
dan legal paling 
lama dalam 1 
(satu) tahun 
(Dokumen) 

1                       
101.065.0
00  

 DAU  0                       
-    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 69  

BAB I V 

PENUTUP 

 

 
5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu 

pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 

2. Kode Program/Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 

Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan 

Daerah ; 

3. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPD 

Kabupaten Pasuruan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 ; 

4. terdapat penyesuaian  anggaran dikarenakan reffocussing anggaran 

sebesar  Rp 216.591.700 semula anggaran BPBD pada DPA sebesar 

10.525.886.856 setelah dilakukan refocussing sebesar Rp 

10.309.295.156 

5. Perubahan Renja 2024 menitikberatkan dalam pemenuhan kebutuhan 

standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal 

pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana, Pemenuhan sarana dan prasarana Gedung 

Kantor Baru BPBD, serta peningkatan sarana/prasarana penanggulangan 

bencana (chainsaw, vertikal rescue, Water Rescue, Penggulangan 

Kebakaran Hutan) serta reservoir air pada 52 titik rawan bencana 

kekeringan. 

 

TELAH DITELITI  

Pejabat Paraf                            Pj. BUPATI PASURUAN, 

Sekretaris Daerah    

Asisten PKR    

Kepala Pelaksana BPBD    

Kepala Bappelitbangda    

Kepala Bagian Hukum                                   ANDRIYANTO 

Sekretaris BPBD    

Kabid Bapelitbangda    
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